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Sejumlah gubernur itu

mengemukakan beberapa
hal, mulai kebijakan pe-
nyerapan gabah dengan
harga pokok penjualan
(HPP) Rp 6.500 perkilo-
gram, penyediaan pupuk
langsung menyasar petani,
hingga penyediaan alat dan
mesin pertanian (alsintan)
telah diterima baik oleh
petani di daerah.
Hal itu, menurut sejumlah

gubernur, berhasil mening-
katkan produktivitas lahan
pertanian yang dikelola

petani. Misalnya, untuk
Sulawesi Selatan di Kuartal
1 (Q1) 2025 ternyata petani
bisa menghasilkan panen
gabah mencapai 1.993 ton.
Padahal, capaian tersebut
pada tahun sebelumnya
merupakan akumulasi hasil
panen dalam 1 tahun.
Contoh lainnya dari Nusa

Tenggara Barat, jika secara
keseluruhan 2024 petani
hanya bisa menghasilkan
panen gabah sebanyak 1,4
juta ton, tahun ini peningkat-
an hasil tani telah terlihat
mencapai 900.000 ton
hanya untuk Q1.
Gubernur NTB Lalu

Muhamad optimistis capaian
mereka akan bisa lebih besar
lagi apabila kebijakan kemu-
dahan bibit, pupuk, bahkan iri-
gasi bisa terus dipertahankan
pada masa depan. Presiden
Prabowo pun menyambut

baik laporan-laporan dari seti-
ap daerah yang menyam-
paikan perkembangan perta-
niannya.
Prabowo berharap pada

masa mendatang akan lebih
banyak petani yang merasa-
kan manfaat dari kebijakan-
kebijakan yang berpihak.
Presiden berkomitmen akan
lebih banyak daerah yang
akan menerima bantuan se-
rupa, sehingga hasil pertani-
an yang optimal bisa di-
rasakan lebih banyak da-
erah di Indonesia.
Selain menyampaikan ke-

majuan pertanian di masing-
masing daerah, sejumlah
gubernur juga menyam-
paikan beberapa tantangan
yang dihadapi. Presiden
mencatat poin-poin tersebut
secara langsung dalam
buku catatan yang diba-
wanya.                 (Ant/Obi)-d

"Ini adalah skenario yang ti-
dak manusiawi dan merugikan
semua pihak dengan kon-
sekuensi petaka besar meng-
hadang di depan," katanya.
Para pengunjuk rasa juga

membawa berbagai spanduk
tulisan dan meneriakkan slo-
gan-slogan yang mengkritik
Trump dan Musk, menuding
mereka merongrong demokrasi
dan kesejahteraan sosial di AS.
"Lawan Fasisme! Trump bukan
Raja kita!" teriak Max P., se-
orang pengunjuk rasa lainnya.
Wayne Hoffman, seorang

pensiunan manajer keuangan,
mengkritik kebijakan tarif Trump
dan memperingatkan bahwa
kebijakan tersebut dapat
menimbulkan kerugian besar
bagi para petani serta investor.
Unjuk rasa di Los Angeles itu
mencerminkan aksi unjuk rasa
serupa yang diadakan di pu-
luhan kota di California Selatan,
termasuk Pasadena, Torrance,
Santa Ana, dan Riverside.
Unjuk rasa yang dilakukan

secara nasional itu mendapat-

kan dukungan dari Senator AS
Bernie Sanders dan anggota
parlemen AS Alexandria
Ocasio-Cortez. Keduanya saat

ini sedang melakukan tur
bertema 'Melawan Oligarki' ke
beberapa negara bagian AS. 

(Ant/Has)-d

Namun, besaran tarif ini masih diper-
tanyakan keakuratannya dan lebih mencer-
minkan upaya Amerika Serikat untuk
menekan negara-negara yang dianggap
memiliki keunggulan komparatif dalam
perdagangan.
Kondisi ini menjadi memberatkan karena

produk Indonesia menjadi kurang kompetitif
di pasar Amerika. Sektor-sektor padat karya
seperti pakaian jadi, alas kaki, aksesoris, ba-
han perkebunan, serta minyak sawit terkena
dampak paling besar. Dikhawatirkan akan
banyak perusahaan di Indonesia yang
mengalami penurunan permintaan, sehing-
ga mengurangi produksi dan bahkan mem-
berhentikan sejumlah tenaga kerja.
Penyesuaian terhadap kondisi ini tentu
membutuhkan waktu yang tidak singkat,
dan dapat mengakibatkan tekanan sosial
yang serius.
Kebijakan tarif ini mendorong negara-ne-

gara lain untuk melakukan upaya balasan
dengan meningkatkan tarif impor terhadap
produk-produk asal Amerika. Negara-ne-
gara seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan bebe-
rapa negara ASEAN telah mengumumkan
rencana untuk menerapkan tarif balasan
yang lebih tinggi. Peningkatan tarif secara
global ini menyebabkan kenaikan harga
berbagai komoditas di pasar internasional.
Ketika harga-harga komoditas melonjak, bi-
aya impor pun ikut meningkat, yang pada

akhirnya memicu fenomena imported infla-
tion. Negara-negara yang memiliki keter-
gantungan besar terhadap impor, termasuk
Indonesia, akan merasakan dampak yang
signifikan. Imported inflation ini mengakibat-
kan harga barang-barang tertentu menjadi
lebih mahal di pasar domestik, mengurangi
daya beli masyarakat, dan memperlemah
daya saing produk ekspor di pasar global.
Dampak terhadap Sektor Keuangan

Indonesia
Tidak hanya di sektor perdagangan, pe-

rang tarif yang berkepanjangan juga akan
memengaruhi stabilitas sektor keuangan
Indonesia. Bank Indonesia harus berjuang
keras menjaga nilai tukar rupiah agar tidak
jatuh melewati batas psikologis Rp 17.000
per USD. Jika rupiah melemah terlalu da-
lam, dampak negatifnya akan terasa di selu-
ruh lapisan masyarakat, mulai dari harga ba-
han baku impor yang naik, inflasi yang se-
makin tinggi, hingga beban utang luar negeri
yang bertambah berat. Ketidakpastian da-
lam perdagangan internasional ini menam-
bah tekanan terhadap sektor keuangan
Indonesia. Investor asing dipastikan akan
menjadi lebih berhati-hati sehingga mutlak
Bank Indonesia perlu mengimplemen-
tasikan kebijakan moneter yang tepat guna
menjaga stabilitas nilai tukar dan menghin-
dari krisis ekonomi yang lebih dalam.
Menghadapi situasi kompleks ini,

Indonesia perlu mengambil langkah-
langkah strategis untuk meminimalisir
dampak buruk dari kebijakan tarif Amerika
Serikat. Salah satu langkah utama yang da-
pat ditempuh adalah melakukan renegosiasi
intensif dengan pemerintah Amerika Serikat
guna mencapai kesepakatan tarif yang lebih
adil dan seimbang. Upaya diplomasi ini per-
lu ditekankan dengan komunikasi yang lebih
intens, khususnya di tengah ketegangan hu-
bungan dagang yang semakin meningkat.
Namun, bergantung sepenuhnya pada hasil
negosiasi dengan Amerika Serikat bukanlah
strategi yang bijak. 
Oleh karena itu, Indonesia perlu mengu-

payakan diversifikasi pasar ekspor dengan
menjajaki potensi pasar baru di kawasan
Uni Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan wila-
yah-wilayah lainnya yang menunjukkan
prospek ekonomi yang cerah. Diversifikasi
ini harus didukung dengan inovasi produk,
peningkatan kualitas, serta strategi pema-
saran yang lebih efektif agar produk Indo-
nesia dapat diterima dengan baik dan ber-
saing secara kompetitif di berbagai negara.
Dengan demikian, ketergantungan terha-
dap pasar Amerika Serikat dapat dikurangi,
sekaligus memperkuat fondasi ekonomi
Indonesia dalam menghadapi tantangan
global.

(Penulis adalah Dosen Prodi Ekonomi
Pembangunan FBE UAJY)-d
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RI Jadi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1menteri perdagangan juga berkomunikasi
selain dengan Malaysia juga dengan
Singapura, dengan Kamboja dan yang lain
untuk mengkalibrasi sikap bersama
ASEAN," ujar Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam
konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4).
Dalam pertemuannya dengan pelaku

usaha, Pemerintah Indonesia menyatakan
telah menyiapkan beberapa paket negosi-
asi. Pertama, Indonesia bakal mengajukan
revitalisasi perjanjian kerja sama perdagan-
gan dan investasi atau Trade & Investment
Framework Agreement (TIFA). "Karena
TIFAsendiri secara bilateral ditandatangani
di 1996 dan banyak isunya sudah tidak rele-
van lagi sehingga kita akan mendorong (re-
vitalisasi) berbagai kebijakan itu masuk
dalam TIFA," ucap Airlangga.
Kedua, Pemerintah akan memberikan

proposal deregulasi Non-Tariff Measures
(NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen
dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi in-
formasi dan komunikasi. Kemudian, evalu-
asi terkait pelarangan dan pembatasan
barang-barang ekspor maupun impor AS.

Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia
yaitu meningkatkan impor dan investasi dari
AS lewat pembelian migas.
Kemudian keempat, Pemerintah menyi-

apkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui be-
berapa strategi seperti penurunan bea ma-
suk, PPh impor, atau PPN impor untuk men-
dorong impor dari AS serta menjaga daya
saing ekspor ke AS. "Terkait dengan tarif dan
bagaimana kita meningkatkan impor,
bagaimana dengan impor ekspor kita yang
bisa sampai 18 miliar dolar AS diisi dengan
produk-produk yang kita impor, termasuk
gandum, katun bahkan juga salah satunya
adalah produk migas," tambah  Airlangga.
Sementara itu, lebih dari 50 negara yang

terdampak tarif impor baru AS sudah berko-
munikasi dengan Washington untuk me-
minta negosiasi terkait pencabutan tarif.
Negara-negara tersebut masuk dalam daf-
tar yang dirilis Presiden AS Donald Trump.
"Saya mendapat laporan dari

(Perwakilan Dagang AS) tadi malam bah-
wa sudah lebih dari 50 negara berkomu-
nikasi dengan presiden kita untuk meminta
negosiasi," ucap Ketua Dewan Ekonomi

Nasional Gedung Putih Kevin Hassett,
Minggu (6/4) waktu setempat.
Dalam wawancara bersama George

Stephanopoulos dari acara berita 'This
Week' oleh ABC News, Hassett mengata-
kan bahwa negara-negara tersebut marah
dan berusaha membalas, namun mereka ju-
ga mau datang ke meja negosiasi. "Mereka
melakukannya karena paham mereka
menanggung banyak sekali tarif," katanya.
Hassett menganggap bahwa pember-

lakuan tarif tak akan berdampak besar bagi
konsumen di AS, karena negara-negara
tersebut memiliki suplai yang sangat tidak
elastis. Sehingga AS mengalami defisit da-
gang yang berkepanjangan dan berlang-
sung lama.
Sementara itu, eks menteri keuangan AS

Lawrence Summers yang juga hadir dalam
acara tersebut mengatakan, tarif impor
membawa dampak buruk bagi ekonomi.
Tarif impor mengakibatkan kenaikan harga
dan meningkatnya inflasi. Kondisi tersebut,
menyebabkan daya beli masyarakat menu-
run sehingga pekerjaan jadi berkurang. 

(Ant/Has)-d
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datang ke Kemendagri untuk menjelaskan se-
cara langsung," kata Wakil Menteri Dalam
Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat dihu-
bungi di Jakarta, Senin (7/4).
Bima meminta Bupati Lucky Hakim untuk

memberikan penjelasan langsung kepada
(Kemendagri) terkait dengan perjalanannya ke
Jepang tanpa izin. Bima Arya mengingatkan,
pelanggaran terhadap ketentuan tersebut me-
miliki konsekuensi serius.
Disebutkan, sanksi tersebut termaktub

dalam Pasal 77 ayat (2), yakni dikenai sanksi
pemberhentian sementara selama 3 bulan
oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh menteri untuk bupati
dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau
wakil walikota.
Pasal 76 ayat (1) huruf J undang-undang itu

juga menjelaskan, kepala daerah dan wakil
kepala daerah juga dilarang meninggalkan tu-
gas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut-
turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bu-
lan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wak-

il gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bu-
pati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota.
"Sanksi larangan tersebut sesuai Pasal 77

ayat (3), yaitu teguran tertulis oleh Presiden ba-
gi gubernur/wakil gubernur serta oleh menteri
untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil
walikota," tambah Bima.
Kemendagri menegaskan, kepatuhan

terhadap aturan ini merupakan bentuk
tanggung jawab kepala daerah dalam men-
jalankan pemerintahan yang transparan
dan akuntabel.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah

menegur Lucky karena bepergian ke Jepang
tanpa izin. "Betul, bahwa itu adalah hak pribadi,
setiap orang boleh berlibur, apalagi pada hari
libur dan cuti Lebaran," ujarnya.
Namun, lanjutnya, untuk gubernur, bupati,

walikota, wakil gubernur, wakil bupati dan wakil
walikota kalau melakukan perjalanan ke luar
negeri harus mendapat izin dari Mendagri.
Suratnya diajukan melalui Gubernur.     (Ant)-d

490 Anak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1
kebijakan sistematis dan disengaja untuk
menargetkan anak-anak Palestina, yang
merupakan pelanggaran serius terhadap
hukum internasional.
Akhir pekan lalu, pemimpin otoritas Israel

Benjamin Netanyahu bersumpah akan me-
ningkatkan serangan ke Jalur Gaza, di te-
ngah upaya untuk menerapkan rencana
Presiden AS Donald Trump yang bertujuan
memindahkan paksa warga Palestina dari
wilayah tersebut. Sejak Oktober 2023, lebih
dari 50.700 warga Palestina dilaporkan tewas

akibat gempuran brutal Israel di Jalur Gaza,
mayoritas korban adalah perempuan dan
anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana

Internasional (ICC) mengeluarkan surat perin-
tah penangkapan terhadap Netanyahu dan
mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas
tuduhan kejahatan perang dan kejahatan ter-
hadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga te-
ngah menghadapi gugatan kasus genosida di
Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya
terhadap wilayah Gaza.                    (Ant/Has)-d

USAI AJAK RIBUTDENGAN AWAK PERS 
Tim Pengamanan Protokoler Kapolri Minta Maaf

SEMARANG (KR) - Aksi ke-
kerasan melibatkan oknum Tim
Pengamanan Protokoler
Kapolri terhadap awak media,
Sabtu (5/4) di Stasiun Tawang
Semarang  berakhir damai.
Oknum Ipda Endri diantar tim
dari Mabes Polri terbang lang-
sung dari Jakarta menemui
wartawan Makna Zaezar di
kantornya LKBN Antara
Semarang untuk meminta
maaf. 
Kedatangan Ipda Endri ke

Kantor LKBN Antara di Jalan
Veteran Semarang, Minggu
(6/4) malam, dibenarkan Kabid
Humas Polda Jateng Kombes
Pol Artanto. "Pertemuan dihadiri
Pak Irfan dari Antara pusat, Mas
Makna, serta tim dari Mabes
Polri, yakni Koor Spripim Kapolri
Brigjen Pol Dedy dan AKBP
Wika yang mendampingi Ipda
Endri," jelasnya.
Pada pertemuan itu Ipda

Endri menyampaikan permo-
honan maaf secara langsung
dan terbuka di hadapan awak
media. "Saya, Ipda Endri dari
tim pengamanan protokoler
mengucapkan permohonan
maaf yang sebesar-besarnya
kepada rekan-rekan media atas
kejadian di Stasiun Tawang.
Semoga ke depan kami bisa

lebih humanis, profesional, dan
dewasa dalam menjalankan tu-
gas," ucapnya.
Menanggapi permintaan

maaf tersebut, Makna Zaezar
mengapresiasinya dan telah
menerima permohonan maaf
Ipda Endri. Direktur Pem-
beritaan LKBN Antara Irfan
Junaidi juga menyampaikan
penyesalan atas kejadian ter-
sebut. Meski demikian, dirinya
mengapresiasi Ipda Endri yang
sudah menunjukkan sikap
Ksatria dengan datang lang-
sung untuk menyampaikan per-

mohonan maaf dan siap
bertanggung jawab.
Terpisah, Komisi Kepolisian

Nasional (Kompolnas) mendo-
rong agar kepolisian menindak-
lanjuti secara maksimal kasus
dugaan kekerasan oleh Ipda
Endri. "Kami berharap tindakan
dari kepolisian terhadap anggo-
ta tersebut bisa proporsional,
bisa maksimal," kata anggota
Kompolnas Mohammad
Choirul Anam, Senin (7/4).
Choirul Anam juga menye-

salkan peristiwa kekerasan ini
terjadi terhadap insan pers yang

merupakan mitra Polri. Hal ini
mengingat jurnalis dan media
merupakan bagian penting
dalam negara hukum serta ne-
gara demokrasi. 
Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM) juga
mengecam segala bentuk ke-
kerasan terhadap jurnalis kare-
na kebebasan pers telah di-
jamin di dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) Tahun
1945. "Komnas HAM menge-
cam kekerasan terhadap jur-
nalis dan ini terjadi keberulan-
gan yang kesekian kali," ucap
Koordinator Subkomisi Pema-
juan HAM Komnas HAM Anis
Hidayah.
Untuk itu, Komnas HAM

mendorong agar penegakan
hukum dilakukan terhadap ka-
sus dugaan kekerasan kepada
jurnalis dan meminta Peme-
rintah memastikan peristiwa se-
rupa tidak terjadi kembali di
masa yang akan datang. "Dan
kami mendorong agar semua
pihak termasuk aparat penegak
hukum dan Pemerintah untuk
menghormati, menjamin, dan
melindungi kebebasan pers di
Indonesia dalam menjalankan
kerja-kerja jurnalismenya," tan-
dasnya.                      (Cry/Ant)-d

KR-Antara/Aji Styawan
Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi (kanan)
bersama Kabid Humas Polda Jateng Artanto (kiri) menyak-
sikan oknum polisi Ipda Endri Purwa Sefa (kedua kanan)
menjabat tangan wartawan foto LKBN Antara Makna Zaezar
(kedua kiri) yang menjadi korban kekerasan.


